LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 1978 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

Nomor ; 2 Tahun 1977
TENTANG

POLA DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan
di Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah diper-
lukan adanya Pola Dasar Rencana Pembangunan
Lima Tahun Dacrah yang dalam garis besarnya
berisikan tujuan, susunan prioritas dan stratcgi
pembangunan ;

319



-2.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
seria dengan memperhatikan pandangan-panda-
ngan dan saran-saran dari para anggota Dewan
Perwekilan Rakyat Dacrah Propinsi Daerah Ting-
kat ] Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk
mengeluarkan Peramran Daerah yang menetapkan
Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun
Daersh Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembenwzkan Daesah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 teniang
Pokok-pokok Pemerintaban di Daerzh ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan- Daesah.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Da¢rsh Tiugl:a: 1 Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Mepetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH TENTANG POLA
DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA
TAHUN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
1 JAWA TENGAH.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini disusun dalam rangka me-
nunjang pelaksanaan REPELITA,

(2) Untuk dapat memperolch kebulatan hubungan yang penuh dan
menyelurut, maka sistematika Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima
Tahun Dacrah Propinsi Dacrah Tingkat [ Jawa Tengah disusun sebagai
berikut :

BAB[ : Pendahulusn.



3.
BABI : Tujuan.
BABII : Susunan Prioritss.
BAB IV : Stategi Pembangunan Dacrah.
BABV : Penutup.
' Pasal 2
Isi beserta uraian perincian scbagaimana tersebut dalam pasal 1
terdapat datam Naskah Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menjadi bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-
usaha pembangunan akan ditvangkan dalam Rencana Pembangunan
Lima Tahun Dacrah dalam bentuk Surat Keputusan Gubemur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal’ 4

Peraturnn Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan,
Ditetapkan di : Semarang
_ Pada tanggal : 15 Pebruac 1977
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSE DAERAH TINGKAT 1
TINGKAT I JAWA TENGAH JAWA TENGAH
KETUA, ’
PARWOTO SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya
tanggal 23 Descmber 1977 Na. Pem, 10/65/30-493.

Diundangkan dalam Lembaran Dac¢rah Propinsi Dacrah Tingkat I
Jawa Tengah No. 10 tanggal 18 Januari Tahun 1978 Sen D Nomor 1.

Sekretarix Wilayah / Dacrah Tinghat 1
Jawa Tengah,

KARDIMAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

Nomor : 2 Tahua 1977
TENTANG

POLA DASAR RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
DAERAH PROPINS]I DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

L. PENJELASAN UMUM.

1.

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Propinsi Daerah Ting-
kat 1 Jawa Tengah diperiukan adanya Pola Dasar Rencana Pemba-
ngunan Lima Tahun Daerah yang merupakan rangkatan
kebijeksanaan-kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala
bidang yang berlangsung terus-menerus dan pertahapannya di-
sesugikan dengan REPELITA Nasional.

Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan
kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima
Tahun Daerah.

Disamping itu Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah ini disusun untuk
menjamin agar pembangunan Daerah dapat berjalan dengan serasi
dan dapac wercapai keselarasan antara pembangunan Daerah dan
pembangunan Nasional,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) cukup jlas .
Ayat (2) :

Sistimatika Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Dae-

rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan bunyi
pasal 3a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 yaim Pola Dasar
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Rencana Pembangunan Lima Tahun Dacrah dalam garis besarnya
berisikan tjuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan,

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang berisikan pro-
gram-program sektoral yang terdapat di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah diwangkan dalam bentuk Surat Kepuwsar Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Teagah dan disusun dengan memper-
hatikan sumbangan pokok-pokok pikiran DPRD Tingkat 1 Jawa Te-
ogah, yang didasarkan atas azas komplementer dan kontinuitas
berpangkal tolak pada Pola Umum Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Cukup jelas,



-‘POLA DASAR

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT ]
JAWA TENGAH
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DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN ...ooovvvnrrinernenannnnnn,

BAB II : TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

BAB Il : SUSUNAN PRIORITAS .....coiviiivvvnnan.
A. Potensi Daerah .......ccovcvivrinennnaa,

B. Masalah-masalah pokok Pembangunan
Daergh . ..oiiiiiiiiiiiiionaneiiinan.

C. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah. .......
D. Susunan Prioritas Pembangunan Daerah ... ..

BABIV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH ...........
A, Sategi . ...iiiiiiiii i
B. Pendekatan ................ e rereieaaes

C. Arah dan kebijaksanaan Pernbangunan
Daerah .......c.cviiiiiiiiiiiniinrinnenn.
1. Bidang Ekonomi .....................

2. Bidang Agama dan Kepacayaan' :

terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Sosial Budaya........ccoaviiniiinen.

3. Bidang Umem ..........ccciiviiunn..

BABV : PENUTUP...... S g

K24}
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Pola Daser Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi
'Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan merupakan rangkaian kebijaksanaan
pembangunsn daerah Jawa Tengah disegala bidang yang berlangsung
terus-menerus.

" B. Maksud den Tujuan.

1. Maksud ditetapkannya Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima
Tahun Daergh ini ialah untuk memberikan :

a. arah dan pedoman bagi rakyat dan masyarakat Jawa Tengah
maupun bagi aparahwr Pemerintah Daerah dan aparatur Peme-
rintah Pusat yang ada di daerah dalam melaksanakan pem-
bangunan Dacrah ;

b. landasan dan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan
dacrah bagi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

dengan wjuan agar dapat diwnjudkan keadaan yang dijnginkan

okh rakyat Jawa Tengah. )

2. Rangkaian kebijaksanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah dalam
rangka menunjang mewujudkan (pembangunan) Nasional seperti
yang dimaksud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Landasan dan pokok-pokok penyusunan.
Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ini di-
susun berdasarkan : '
1. Landasan Idil : Pancasila ;
2. Landasan Konstitusionil  : Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Landssan Strukuwril '
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a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;

b. Keputusan Presiden Nomor 15 whun 1974 tentang
Pembentukan Badan Perencansan Pembangunan Daerah.

4. Landasan Operasionil :

a. KewlapmMaJehsPumusyammRakyaRepubhklndooe-
sia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Halvan
Negara, khususnya mengenai Pembangunan Daerah ialah :

1).
' pembangunan sektoral dan pembangunan regional (dae-

2):

3).

"Uniuk menjamin agar pembangunan nasional dapat Ber-
jalan dengan serasi perfu dinsahakan keselarasan antam

rah).
Olehkanna:wdrdakaehukeduadnsampingusaha
meningkatkan pembangunan sekior-sekior yang masing-
masing berlangsung diberbagai daerah, hamspuladlm
katkan pembangunan daerah-daerah yang masing-masing
mencakup berbagai sektor,

Dalam hubungan ini perlu dipahami kemampuan dan
potensi masing-masing daerah serta masalab-masalah
mendesak yang dihadapi, schingga usaha-usaha pemba-
ngunan yang berlangsung dalam tisp-tiap daersh benar-
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional harus
juga diusahakan keserasign laju pertumbuhan antar dae-
rah, yang antara lain dilakukan dengan memberi bantuan
dan rangsangan untuk meningkatkan pembangunan kepa-
da daerah-daerah yang relatif lebih terbelakang.

Unwk pelaksansan peningkatan pembangunan daersh di-
ngan memperhatikan kemampuan Dacrah maka perlu
ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pema-
ngutan yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-
sumber yang ada maupun dengan penggalian
sumber-Sumber keuangan baru.

Dalam rangka ini harus diusahakan peningkatan kemam-
puan serta perbaikan aparatur Pemezintah Daerah,
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4). Dalam melaksanakan pembangunan daerash harus tewap
diperhatikan pembinaan Indonesia sebagai sate kesatuan
ckonomi.

Dalam hubungan ini maka kebijaksanaan-kebijaksanaan
mengenai pelaksanaan pembangunan dacrah harus me-
nunjang peningkatan pembinaan kesatuan ekonomi terse-
but® 5

b. Tugas Pokok (Sapta Krida) Kabinet Pembangunan 11 ;

¢. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun

1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua

(REPELITA 1Y) ; _

d. Kepulssan Meateri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974
tentang Susunan Organisast dan Tata Kerja Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah.

D. Pelaksanaan.

Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ini
dituangkan dalam Peraturan Daerah dan dilaksanakan oleh Gubemnur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pelaksanaan Pola Dasar int
diluangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah yang
berisikan Rencana Induk Péngembangan beserta program-pragram Sek-
toral dalam bentuk Surat Keputusan Gubermw Kepala Daerah.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
ditangkan dalam Rencana Tahunan dalam bentuk Peraturan Dacrah,
yang lercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dac-
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maupun dalama kebijak-
sanaan Pemetintah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah lainnya.

Mengingar bahwa pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan
pencrapan, pesunjang dan pelengkap dari pelaksanaan Pembangunan
Nasgional, maka pelaksanaan Pola Dasar dan Rencana Pembangunan
Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah pada
masa PELITA ke 11l disesuaikan dengan Pola Umum dan Pokok-polkok
Kebijaksansan Pembangunan dalam Repelite Nasional ke 111 yang akan
datang
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BAB 11

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Tujuan pembangunan dacrah Jawa Tengah adalah : ]

1. Menunjang dan merupakan penerapan seria pelengkap dari pelic-
sanaan pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan mang-
sia Indonesia seutwhnya dan pembangunan scluruh masyaralm
Indoncsia ;

2. Meningkatimn taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui :

a Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang

' dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah dalam rangka usaha -

untuk lebih cepat mencapai Wujsan pembangunan ; )
b. Peningkatan dan pendaya gunaan potensi-potensi yang ada,
. yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi de-
ngan memperhatikan kescimbangan lingkungan dan keles-
tarian alam ;

3. Meletakian landasan yang kust urttuk tshap pembangunan berikut-
nya.
Unu&nmmmmmhnmm&uﬁ]awahnsah,m

landasan serta azas-azas pembangunan Nasional sebagaimang teycantum

dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi landacon serta azas-

azas pembangunan dacrah. .
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BAB HI

SUSUNAN PRIORITAS

A. Poiensi Daerab

Propinsi Dacrah Tingkat | Jawa Teogah tetletak diantara 1080 30"
- 1110 30° Bujur Timur dan 6o 30° - 80 30’ Lintang Selatan, disebelah
Utara dibatasi Laut Jawa, disebelah Timur berbatasan dengan Jawa
Timur, disebelzh Barat dengan Jawa Barat serta disebelsh Selatan de-
ngan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samodera Indonesia, Luas
Wilayah Jawa Tengah 34,503 km2, atau merupakan 25% nya luas
Pulau Jawa, :

Modal dasar dan fakior domioan yang merupakan polensi yang
ada di Jawa Tengah meliputi :

1. POTENSI MANUSIAWI

a.  Penduduk dan angkatan kerja.

Menurat hasil Sensus Peaduduk 1961 dan Sensus Penduduk 1971,
peaduduk Jawa Tengah berjumlah 18.407.471 orang pada tahun 1961
dan 21.865.263 orazng pada tahun 1971. Dengan mempergunakan
rumusan “exponential growth” (pertambahan dengan sistim bunga ber-
bunga) besamya tingkat pertumbuhan penduduk Jawa Tengah tiap
tahun adalah 1,76%. Hasil Sensus Penduduk 1971 memperlihatkan
bahwa jumlah penduduk Pulaw Jawa merupakan 64,24% dan seluruvh
Indoncsia dan jumlah penduduk Jawa Tengah lebih kurang sama de-
ngan 28.8% dari jumlah penduduk Pulau Jawa,

Menurut hasil registrasi persiapan Pemilihan Umum 1977 pendu-
duk Jawa Tengah berjumlah 23.424.142 orang dengan kepadatan 679
osang per km2. Hasil terscbut menunjukkan, bahwa 11,41% penduduk
Jawa Tengah (2.672.695 orang) tinggal di dacrah perkotaan dan
88,59% (20.751.447 orang) tinggal di daersh pedesaan.

Kepadatan penduduk distmua Kotamadya di Jawa Tengah adalah
sangat tinggi, yaitu diatas 4000 orang per km2 : yang terdapat di
Kotamadya Surakarta dengan 8.784 orang per km2, disusul
Kotamadya-Kotamadya Tegal, Pekalongan, Magelang, Semarang dan
Salatiga. Adapun Kabupaten-Kabupaten yang kepadatan penduduknya
cukup tinggi, yaitu diatas 1.000 orang per km2 adalah Klaten,
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Sukoharjo dan Tegal. Kepadatan penduduk terendak terdapat di
Kabupaten Blora dengan 251 orang per km2,

Seperti diketahui, maka penghidupan angkaian kerja sebagian
besar tedletak pada sektor pertanian (57,9%). Adapun pertambahan ang-
katan kerja, ditaksir sebesar 350.000 orang per tahunnya.

b. Modal Rokhaniah dan Mental.

Modal rokhaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan kelaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan (enaga penggerak yang tak
temilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi masyarakat jawa Te-
ngah. Juga kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas kebenaran fal-
safah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa
masyarakat Jawa, Tengah menujo cita<citanys.
¢. Modal Budaya

Kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Jawa Tengah yang
telah berkembang sepanjang sejarsh akan dapat memberikan arah per-
tumbuhan kebudayaan dalam pembangunan dan juga merupakan modal
dasar bagi pengembangan kebudayaan Nasional di Jawa Tengah.

2. POTENSI FISIOGRAFIS

a  Topografi

Dilihat dari segi relicf, Jawa Tengah dapat dikatakan banyak
ragamnya @ pantai, dataran rendah, perbukitan/pegunungan yang landad
hingga yang curam dan dalaran tinggi.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemiringanflereng, maka Jawa Te-
ngah terbagi menjadi 4 kelas, schagai berikut :
1). Kelas lereng 1 (0 - 2%) meliputi 41,3% dari luas Jawa Tengah ;
2). Kelas lereng 2 (2 - 15%) meliputi 27,7% ;
3). Kelas tereng 3 (15 - 40%) meliputi 21,2% ;
4). Kelas lereng 4 (lebih dari 40%) meliputi 9,8%.

Berdasarkan letak ketinggian dari permukasn lavt, Jawa Tengah
dibagi menjadi 4 kelas ketinggian, yait :
1). Ketinggian 0 - 100 m, meliputi 53,3% dari luas area
2). Ketinggian 100 - 500 m, melipwti 27.4% ;
3). Ketinggian 500 - 1.000 m, meliputi 14,7% ;
4). Ketinggian lebih 1,000 m, meliputi 4,6%.
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Keadaan Iklim dan Permusiman.
Jawa Tengsh mempunyai iklim tropis dengan musim hujan dan

mausim kemaran silih berganti disepanjang tshun. Temperatur rata-rata
sebesar 27,40 C dengan kelembaban udara 80%. Menurut Schmidt dan
Fergusson (Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indo-
nesia and Western New Guinea, verhandelingen No. 42, Djawatan
Meteorologie dan Geofisik, Djakarta, 1952). Jawa Tengah icrbagai atas
4 dpe curah hujan, yaitu :

1).
2).
3).
a),

C.

1.

2).

3.

4},

5).

Tipe A (1 bulan kering dan minimum 7 bulan basah) ;
Tipe B (1 /@ 2 bulan kering dan 3 s/d 10 bulan basah) ;
Tipe C (1 54 4 bulan kering dan 1 sAd 9 bulan basah) ;
tipe D (1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 7 bulan basah).

Jenis dam Penggunaan Tansh. _

Jenis-jenis tanah yang terdapat di Jawa Tengah ialah :

Tanah Alluvial, yaiw tanab yang beraneka sifatnya, berwarna
kelabu, coklat atgu hitam, produktivilasnya rendah sampai tinggi,
dan biasa digunakam untuk tanah pertanian utama dan per-
mukiman. Jenis tansh ini meliputi 29% dari seluruh luas tanah.
Tangh Latosol, yaitu tanah yang agak asam sampai asam, ber-
wama kuning, coklat ata merah, produktivitasnya sedang sampai
tinggi, dan biasanya me¢rupakan tanah pertanian yang sangat baik.
Jenis ini meliputi 9% dari seluruh luas tanah.

Tanah Latosol dan Andosol, yaitu tanah yang merupakan campur-
an aniara Latosol dan Andosol yang netral sampai asam, berwama
kelabu, coklat ma atau hitam, produktivitasnya scdang sampai
linggi, dan biasa digunakan untuk tanah pertanian sayur,
perkebunan dan hutan. Jenis ini meliputi 14% dari seluruh fuas
tanah,

Tangh Litosol, yaits tanah yang berancka sifat dan warmnanya, pro-
duktivitasnya rendah, dan biasanya merupakan tanah pertanian
yang kurang baik atau padang rumput. Jenis ini meliputi 9% dan
seluruh luas tanah.

Tansh Regosol (I dan II), yaitu tanah yang nelral sampai asam,
berwama putih, coklat kekuning-kuningan -oklat atau kelabu, pro-
duktivitasnya sedang sampai tinggi, dan hiasa digunakan unwk
pertanian dan perkebunan. Jenis ini meliputi 20,5% dan scluruh
luag tanah,
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6). Tansh Grumosol (I dan II), yaitu tanah yang agak neiral, berwama
kelabu sampai hitam, produktivilasnya rendab sampai sedang, dan
biasa digunakan untuk perianian dan perkcbunsn, Jenis ini melipu-
ti 13,5% dari seluruh juas 1anah.

7). Tanah Mediteran Merah Kuning, yaitn tanah yang agak netral ber-
wama merah sampai coklat, produktivitasnya sedang sampai ting-
gi, dan biasa digunakan untuk sawah, tegal kebun bush dan
padang rumput. Jenis i meliputi 3% dari selurvh luns tanah,

8). Tansh Podsolik Merah Kuning, yai tanzh asam yang berwama
kuning sampat mersh, produktivitasnya rendah samipai sedang, dan
biasa digunakan wnwk pertanian dan perkebunan, disamping yang
masih berupa hutan dan padang alang-alamg. Jenis mi mcliputi 2%
dari seluruh luas tanah. .
Befdasarkan penggunaannya maka tansh dipermci sebagai berikw

: tangh sawah 30,33%, tanah icgalan 22,70%, tansh hutan 19,03%,

tanah pekarangan 16,84%, tanah perkebunan 3,25%, tansh tambak

7,12% dan lain-lain 0,73%,

d. Baban Tambaug.

DilmngahmdemmwMymgmbl
di berbagai dacrah. Untuk peningkatan eksploitasinya diperlukan pene-
litian dan inventarisasi yang scksama.

3. POTENSI HIDROLOGIS.

a.  Sumber air di darstam.
Di Jawa Tengah terdapat berbagai macam sumber aic yang dapat
dipergunakan baik unwk tanaman mavpun kehidupaa pada umumnya.
Sumber-sumber air didaratan tersebut antara lain berupa :

1). Sumgai-sungai besar.
Smgaambemrymgmmhrkehnlmadﬂﬂ

~ Pemali, Rambut, Comal, Kuto, Bodri, Tuntang, Scrang, Lusi dan

Juana. Yang mengalir ke Samodra Indonesia adalah Citanduy, Serayu,

Luk Ulo, Bogowosito, Progo dan Elo. Adapun Bengawan Solo merupe-

kan sungal yang melintasi Jawa Tengah dan daerdi Jawa Timur,

2). Wadlk-mduk besar,

Di Jawa Tengah serdapat 30 waduk besar yang terletak di daerah
Purwodadi, Pati, Blora, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Klaten,
Sukoharjo, Tegal dan Brebes.
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b. Keadaam Laut dan Pantai.

DlsemjangpanmUmengahwrbenmbaglmum
Jawa dan sepanjeng pantai Selatan Jawa Tengab terletak Samodera In-
donesia, baik yang mengandung potensi untuk sumber penghidupan
yang luas berupa ikan dan hasil-hasil laut lainnya, maupun yang mem-
berikan pengarubh yang sangat besar, ierutama terhadap pola pen-
ghidupan di sepanjang pantai.

4. POTENSI BICTIS.

a Keadasm Flora

Potensi Fisiografis memungkinkan tumbuhnya ancka ragam flora,
baik yang berupa tumbuh-tumbuhan alam, maupun tanaman-tanaman
yang diusahakan antara lain : hutan lindung, hutan produksi, lanaman-
tanaman perkebunan, pertanian dan pekarangan,

b. Keadaan Fauna,

Fauna di Jawa Tengah termasuk tipe Asia, teediri dari ; jenis-jenis
yang sudah punah (misalnya gajeh dan badak) dan jemis-jenis yang
sampai gekarang masih diternakkan oleh penduduk seperti ternak
lembu, kerbau, kuda, kambing, babi dan unggas, antara lain ayam dan
itik, serta berbagai jenis ikan, binatang ampibia dan binatang melata.

B. Massiah-Masalak Pokok Pembangunan Daerah.

Dalam rangka pelakéanaan Pembangunan Dacrah Jawa Tengah
lah perlu unuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah pokok,
yakni :

1. Kepeadudukan.

4 Pertumbukan Penduduk.

Terdapat tingkat pertambuhan penduduk yang tinggi, ysitw sekitar
1,76% setahun, sebagai akibat dari pada tingginya tingkat kelahiran
disatu pilek dan menurunnya tingkat kematian dilain pihak, Hal yang
terakhir ini disebabkan karena usaha perbaikan kesehatan rakyat,

Terdapat strukiue umur penduduk dengan golongan umur yang
tidak produktip yang relatip tinggi, yaitu sekitar 49%.

b. Distribusi Penduduk.

Jumlah Penduduk Jawa Tengah besar, dlanummya sebanyak

88,59% tinggal di dacrah pedesaan. Kepadatan penduduk umumnya
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tinggi, yaitu di dalam daerah Kotamadya sekitar 4383 - 8.784 orang
pes km2 dan didalam daerah Kabupaten sekitar 251 - 1.472 orang per
km2,

2. Keseimbangan Lingkungan dam Kelestarian Alam.

Terganggunya keseimbangan lingkungan daa kelestarian alam
yang mengancam kelangsungan sumber daya alami sebagai akibat dari
pada kepadatan penduduk yang tinggi disatu pihak den tingkat produk-
si masyarakat yang scbagian besar masih bersifat agraris di lain pihak
menimbulkan kanan penduduk disegala bidang dan kegiatan, terutama
yang dilwbungkan dengan penggunaan tangh. Imbangan antara jumlah
tanah sawah, tegalan serta pekarangan disatu pihak dan jumlah pendu-
duk dilain pihak (land-man ratio) sudah mencapai sekitar 0,10
haforang. Hal ini menyebabkan makin berkurangnya areal hutan dan
makin meluasnya daerah-daerah kritis,

3, Pendapatan per kapita dan Distribusi Pendapatan,

Pendapatan per kapita di Jawa Tengah tahun 1969 dan 1973, yaitu
tahun pertama dan tahun terakhir REPELITA 1, apabila dihitung menu-
rut harga konstan tabun 1969, adalsh sebesar Rp. 17.319,10 dan
Rp. 18.867,26, sedang apabila dihitung menurut harga yang berlaku
.sebesar Rp. 17.319,10 dan Rp. 31.319,65.

Distibusi pendapatan adalah tidak merata, yang dlpukuimu tidak
banyak menyimpang dari pola distribusi pendapauan Nasional, ialah
bahwa : 40% jumlah pendeduk menikmati 12% dari pendapatan Nasio-
nal, 40% jumlah penduduk berikumya menikmati 35% dari pendapatan
Nasional, 20% jumlah penduduk sisanya menikmati 53% dari pen-
dapatan Nasional.

Keadaan yang demikian itu tidak dapat.membantu akumulasi
modal melalui wabungan masyarakat dengan akibat sangat rendahnya
- invesiasi yang diperlukan bagi pengembangan industri, yang diharapkan
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, yang dapat mengimbangi
kepadalan penduduk tersebut.

4. Prasarana.

a.  Prasarana Perhubungan.
Jalan-jalan yang terdapat di Jawa Tengah digolongkan dalam :
jalan Negara, jalan Propinsi, jalan Kabupaten, jalan Kotamadya dan
337
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jalan Desa. Keadaan jalan-jalan tersebut diatas masih belum dapat
mengimbangi perkembangan arus lalu-lintas yang harus menampung
beban angkutan jalan rays yang sangat tinggi dengan kecenderungan
akan wetap meningkat pada tahuon-tahun yang akan datang dengan rata-
rata kenaikan yang tinggi. Hal yang sedemikian itu menyebabkan
makin beniambahnya kerusakan-kerusakan pada jalan-jalan tersebut
yang memeriukan biays-biaya perbaikan,

Gambaran tentang keadaan jembatan-jerabatan tidak jauh menyim-
pang dari keadaan-keadaan jalan sebagaimana diiukiskan diatas, walau-
pun dari segi pemeliharaannya tidak begilu banyak memerlukan biaya
seperti halnya dengan jalan-jalan tessebut,

Keadaan perkerela-apian di Jawa Tengah menempatkan daerah
Jawa Tengah dalam posisi yang beruntung, karena terdapatnya jaringan
hubungan kereta api yang baik, tetapi belum dapat mengimbangi arus
kebutshan lalu-lintas, sehingga belum banyak dapat membantu meri-
ngankan fungsi beban angkutan jalan raya.

Prasarana Perhubungan Laut, misalnya pelabuhan Semarang seba-
gai pintu gerbang wilayah bagian Utara Jawa Tengah, tecletak pada
jatur lalu-lintas pelayaran yang tetap masih belum bebas dari pada .
gangguan angin Barat, yang menyebabkan pelabushan tersebut pada
bulan-bulan terteam tidak dapat disinggahi kapal, sedangkan pengem-
bangan pelabuhan Cilacap di wilayah bagian Selatan masih memerlu-
kan wakw yang retatip cukup lama.

Walaupun prasarana Perhubungan Udara dengan adanya Pangkalan
Udara A. YANI di Semarang dan PANASAN di Solo belum me-
menuhi  persyaratan-persyaratan yang memuaskan, masalah pe-
ngembangannya tidak merupakan masalah berat seperti halnya masalah
perhubungan yang lain.

b. Prasarana Produksi.

Jawa Tengah yang memiliki bangunan-bangunan dan jaringan-
jaris.gan pengairan (irigasi) yang baik dewasa ini menghadapi masalah
rehabilitasi dan sistim pemeliharaan bangunan-bangunan serta jaringan-
jaringan pengairan yang masih harus disempumakan. Dengan bertam-
bahnya banrguman-bangunan serta jaringan-jaringan yang baru,
permasalahan sistim, pembiayaan serta eksploitasi bangunan-bangunan
dan jaringan-jaringan tersebut bertambah kompleks.

Namun demikian masih terbuka kémungkinan perluasan bangunan-
bangunan dan jaringan-jaringan yang cukup luas, yang perlu digarap
melalui suatu swdi Pola Induk Pengembangan Irigasi.
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¢. Prasarana Perlistrikan.

Penyediaan prasarana listrik di Jawa Tengah masih belum mema. -
dai kebutehan. Namun demikian sudab ada usahs peningkatan, baik
melalui pembangunan pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang baru,
maupun dengan pembangunan jaringan inter-koneksi dengan Jawa
Timur dan Jawa Barat,

d. Prasarana Sosial Budaya

Prasarana Sosial Bixiaya yang berupa bangunan- hangunan tempat
latihan dan pendidikan, rumah sakit, pusat-pusat olahraga dan kesenian,
lempat-tempat peribadatan dan sebagainya masih belum memadai, jika
dibandingkan dengan pesatnya kenaikan kebutuhan penduduk. Dengan
demikian prestasi pendidikan, kesehalan, olahraga serta ketrampilan
belum memperlihatkan kemajuan yang berarti,

5. Pengangguran ‘dan Kesempatan Kerja,

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pendapatan per
kapita yang rendah menimbutkan rendahnya investasi oleh masyarakat
dan sedikit sekali membuka lapangan kerja yang baru,

Tingkat produktivitas masyarakat yang sebagian besar bersifat
agraris belum dapat menampung penambahan tenags kerja yang makin
meningkat. Hal ini menimbulkan sistim penampungan tenaga kerja de-
ngan melibatkan sebanyak mungkin tenaga kerja dengan upah mawpun
hasil karya yang relatif rendah, sehingga terjadi pengangguran tersem-
bunyi.

6. Pendidikan.

Untek membentuk menusia pembangunan yang sadar akan tang-
gung jawabnya terhadap masa maupun generasi mendatang terdapat be-
berapa permasalahan karéna tidak terdapatnya keseimbangan antara
jumlah maupun peningkatan anak wmur sekolah dan fasilitas yang ter-
sedia. Disamping itu terdapat pula pengembangan yang belum’ serasi
antara jenis pendidikan umum dan kejuruan, serta antara sistim pendi-
dikan formil dan non-formil, sehingga masalah pendidikan dalam hu-
bungannya dengan kurangnya tenaga terdidik untuk menunjang
kebuluhan pembangunan belum dapat teratasi dengan baik,

Pembinaan terhadap anak didik yang kurang wpat serta keadaan
kehidupan ekonomi masyarakat yang reniah mengakibatkan banyaknya
anak putus sekolah {(drop-outs). . 339
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Kurang terdapatnya penghargaan yang wajar terhadap tenaga-icna-
ga pendidik, terutama guru-guru Sekolah Dasar, mrut mengakibatkan
mutu pendidikan dasar masih rendah.

Kurang adanya perhatian orang tva terhadap pendidikan anak-anak
dalam lingkungan keluarga scndiri mengakibatkan banyak timbunlnya
masalah kenakalan anak-anak remaja.

7. limu Pengetahuan dau Teknologi.

Berhasilnya pembangunan harus ditnjang oleh peningkatan ilmu
pengetahuan dan eknologi. Kurang adanya kemampuan untuk meman-
faatkan ilmu pengctahuan dan teknologi tepat-guna merupakan masalah
dalam proses pembangunan, '

8. Data dan Informasi.

Data dan informasi yang tersedia belum dépm memenuhi kebutuh-
an bagi perencanaan dan pengambilan kepulusan, yang mempakan
tahap yang penting dalam proscs pembangunan.

9. Aparatur Pemerintahan.

Aparatur pemerintaban yang ada perlu ditingkatkan kemampu-
annya untuk memenuhi twamtan pembangunan.

C. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan masalah-masalah pokok dan hasil-hasil
Pcmbangunan yang telah dicapai, maka diletapkan sasaran pokok Pem-
bangunan Dacrah Jawa Tengah scbagai beriknt :

1. Tersedianya pangan, sandang dan perumaban yang cukup dan me-
rata dengan mutu yang bertambah baik dan harga yang terbeli
oleh rakyal banyak ;

2.  Makin menurunnya laju pertumbahan pendudok dan terbukagya
lapungan kerja yang makin meluas ;

3. Kesejahtcraan rakyat lahir dan batin yang makin merata scria
lebih meningkat dengan berhasilnya pcmbangunan ckonomi ;
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4. Keadaan prasarana yang makin baik, baik prasarana ekonomi mau-

D.

Pun non ekonomi, terutama prasarana pengairan, pelabuhan,
jatan/jembatan, perlistrikan dan pendidikan ;

Keserasian dalam wusaha pembangumﬁ daerah perkotaan dan
dacrah pedesaan yang ditujukan pada pertumbithan pusat-pusal
pengembangan, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan.

Susunan Prioritas Pembangunaa Daerah,
Berdasarkan atas adanya potensi, permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai, maka
prioritas pembangunan dacrah adalah sebagai berikut :

1.

L R

Penyediaan kebutuhan primer, yaitu pangan, sandang dan
perumahan |
Peningkaian dan perluasan fungsi prasarana ekonomi dan non eko-

nomi (agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosiaf,
budaya dan pendidikan) ; N\

Pengendalian lajn pertumbuhan peaduduk, terutama dengan trans-
migrasi dan keluarga berencana ;

Peningkalan serta perfuasan lapangan dan kesempatan kerja ;
Pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan ;
Penggalian dan pamanfaatan sumber daya alam ;

Pelaksanaan penyusuaan taia guna-tanah ;

Pembinaan dunia usaha ;

Penyempumaan sistim pendidikan yang sesuai dengan kebwtuhan
pembangunan ;

10. Peningkatan dan pembinaan aparatur Pemerintsh.

k0
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BAB IV
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan. Daerah adalah

garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan dengan memperhatikan
masalah-masalah pokok serta potensi-potensi yang ada dldauah fqma
sejauh mungkin mexncapai sasaran pokok Pembangunan Daerah dengan

Cara

yang sebaik-baiknya.
Unwk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah garis-garis pokok ke-

bijaksanaan tersebut ditenwwkan sebagai berikut :

Pengurangan tekanan kependuduksn yang timbul karena besar-
nya jumlah penduduk dengan laju pertumbuhannys yang masih
tinggi dengan jalan ; )

2. Kerja sama yang lebih serast deagan daerah-daerah Propinsi
terutama diluar Jawa untuk mmpexlancar pelaksanaan pro-
gram-program transmigrasi

b. Meresapkan motivasi keluarga berencang serta wengarahkan
usaha dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk
berhasilnya program keluarga berencana ;

¢. Pendidikan masyarakat sccara sistimatis dan terus-mencrus
yang mengarah pada peningkatan ketrampilan dan manage-
ment, dengan menumbuhkan kesxdaran dan tanggung jawab
atas berhasilnya pembangunan bagi keselamatan dan
kebahagiaan generasi yang mendatang. .

Percepatan pemmbangunan keempat Wilayah Pembangunan de-
ngan pusal pembangunannya, yaitu Semarang, Pekalongan, Cilacap
dan Surakaria melalui peningkatan prasarana perhubungan, khusus-
nya pelabuhan Semarang dan Cilacap, senta peningkatan [fasilitas
petlistrikan untuk menggalakkan penanaman modal bagi usaba-
usaha di jawa Tengah ;

Peningkatan gparatur Pemerintahan supaya lebih mampu/me-
madai dalam melaksanakan migas-aigasnya guna mencapai prestasi

,Yang setinggi-tingginya.
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B. Pendekatan,

Yang dimaksud dengan Pendekatan Pembangunsn Dacrah ialah
suatn teknik Jogika untuk mengetahui hakekat Pembanguntan Dacrah,
agar segala masalah dapat dipahami dan dipecahkan, sesusi dengan ke-
adaan khusus Daccah, namun masih dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dilihat dari penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan poiensi
alam yang tevsedia, pelaksanaan Panbangu_um Dacrak Jawa Tengsh
menggunakan 2 (duz) macam Pendekatan ialah lewat Regionalisasi
dalam Wilayah Pembangunan dan Regionalisasi dalam Daersh Aliran
Sungai (DAS).

1. Regionalisasi dslam Wilayah Pembangunan.

Melihat penycbaran penduduk, penyebaran kegiatin ekonomi serta
polensi yang ada, maka Jawa Tengah dapat dibagi dalam empat
wilayah pembangunan ialah sebagai berikut :

f  Wilayah Utara Jaws Tengah bagian Barat dengan Pekalongan se-
bagai Pusat Pembangunan ;

b. Wilayah Utara Jawa Tengah bagian Timur dengan Semarang seba-
gal Pusat Pembangunan ;

<. Wilayah Selatan Jawa Tengah bagian Barat deagan Cilacap sebe-
gui Pusat Pembangunan ; :

d. Wilayah Selatan Jawa Tengah bagian Timur dengan Surskarta se-
bagai Pusat Pembanguman.

2. Regionalisas dalam Daerah Aliran Sungai (DAS).

Khusus untuk pembangunan sektor pertanian yang dapat membeti
pengaruh pada sektor-sektor lainnya, maka dipakai pendckatan DAS (=
Daerah Aliran Sungai), yaita :

DAS Pemali-Comal,

DAS Jjrann Seiuna,

DAS Citanduy,

DAS Senayu,

DAS Kedu Stlatan dan

DAS Bengawan Solo,

~ Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daersh yang akan di-

“buat kemudian hams tercermin urutan prioritas pembangunan pada ke-
empat Wilayah Pembangunan tersebut, sesn_ai dengan potensi

' 3
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masing-masing, sera jaringan timbal balik antara kota dengan daerah
sckitamya.

Disamping itu dalam Pembangunan Dacrah Jawa Tengah harus di-

usahakan pula keserasian antara Wilayah Pembangunan di Jawa Te-
ngah dan Wilayah Pembangunan di Propinsi tetangga, schingga dapat
dicapai hasi! guna dan daya guna yang setinggi-tingginya,

C.

1.

a.

1.

2).

3).

4).

Arah dan Kebijaksansan Pembangunan Daerah.
Bidang Ekonomi.

Pengantar.

Masalah ckonomi di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari ma-
salah kependudukan dengan pendapatan per kapita yang masih sa-
ngal rendah. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Perencanaan
Pembangunan Daerah dewasa ini memberikan priorilas pada
Bidang Ekonomi, dengan titik berat pada sekior pertanian dan sck-
tor industri yang mengolah bahan menwah menjadi baban baku
serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi
bahan jadi.

Dengan demikian arah kebijaksanaan pembangunan Bidang Eko-
nomi dilgjukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dengan
mendorong meningkainya kegiatan-kegiatan pada sektor pertanian
dan perindustrian unwk merombek strukiur ekonomi Jawa Tengah
dari strukiur ekonomi yang berat sebelah kepada produksi bahan
mentah dan hasil-hasil perianian, ke arah strukiur ekononi yang
lebih seimbang.

Sciain usaha tersebut dialas yang pada hakekatnya merupakan
usaha meningkatkan pertumbuhan produksi barang dan jasa, maka
diusahakan pula peningkatan pengolahan sumber-sumber potensiil
yang dapal menunjang terwujinya peningkatan pendapatan ma-
syarakat.

Kebijaksanaan peningkatan pertumbuhan produksi barang dan jasa
dilaksanakan bersama-sama dengan usaha peémerataan pembagian
hasil-basil pembangunan dan usaha memperluas kesempatan kerja,
dengan terus membina swadaya, merangsang prakarsa dan mening-
katkan keikutsertaan selucuh masyarakat.

Usaha pemeratzan pembagian hasil-hasil pembangunan dilakukan
dengan penyebaran pelaksanaan pembangunan ke seluruh dacrah-
daerah, yang sekaligus dapat meningkatkan penghasilan anggota
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6).

.

8).

9).

b.
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masyarskal karena kegiatannya yang produktif, dengan perhatian
khusus kepada daerah-daerah yang secara potensiil belum berkem-
bang.

Selain usaha tersebut diatas, ditingkatkan pula program-program
bagi kelompok-kelompok (nasyarakat desgan mata pencaharian
yang masih sangat rendah tingkat peaghasilannya, seperti ©

. nelayan, pengrajin, petani penggarap dan petani pemilik tansh

sempiL. Datam hubungan ini perfu divsahakan peningkatan peranan
koperasi produksi dibidang pertanian, perkebunan rakyat, peter-
nakan, perikanan dan kerajinan rakyat.

Usaha perluasan kesempatan kezja dilakukan dengan memberikan
kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil
dan menengah yntuk memperluas dan meaingkatkan vsahanya,
yang berarti memperiuas keikutsertaan golongan ekonomi lemah
dengan mengusahakan kesempatan mtuk memperkuat pennodaian,
meningkatkan keahliannya dalam mengurus perusshasn serta mem-
perluas pemasaran hasil produksinys.

Dalam rangka peningkatan perturnbuhan produksi barang dan jasa
serta perluasan kesempatan kerja, diusahakan peningkatan fungsi- °
{ungsi prasarana ekonomi dan produksi untuk menciptakan iklim
yang sebaik-baiknya bagi pemingkatan penanaman modal di Jawa
Tengah, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan
kelestarian atam serta pertumbuhan keempat Wilayah Pemba-
ngunan beserta Pusal-pusatya.

Kebijaksanaan perdagangan ditmjukan untuk memperiancar arus
barang dan jasa yang menunjang produksi pertanian dan perin-
dustrian sera tersedianys bahan pangan, sandang dan perumahan
bagi masyarakat dengan jalan mengembangkan prasarana dan
kelembagaan perdagangan yang membantu pengembangan
pemasaran hasil produksi.

Unuk menunjang pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Tenggh,
maka kegiatan transmigrasi ditingkatkan secara intensif, terutama
dengan mengadakan kerja. sama antar Daerah, dengan tekanan
mengusahakan persiapan-persiapan didacrah asal dan temtama di
daerah (ujuan yang memungkinkan perkembangan kehidupan dan
penghidupan yang lebih baik.

Pertanfan.
Kebijaksanaan pembangunan Pertanian diarahkan padas®

percliharaan kelangsungan peningkatan produksi pertanian, khususnya
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pertanian pangan dan produksi pertanian lainnya untuk eksport serta

peningkalan bahan pertanian lain yang dapat membantu perkembangan

industri, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keles-

larian alam dalam rangka usaha penyelamatan hutan, tangh dan air.

1). Para Pertanian Pangan peningkatan produksi diusahakan melalui
peningkatan pelaksanaan iniensifikasi sistim Bimas/inmas dengan
panca Usaha lengkap, diversifikasi vertikal dan horisontal terhadap
lanaman padi, polowijo dan hortikulera ; kesemuanya ifu dengan
memperhatikan tingkat kemampuan petani berproduksi dan per-
kembangan Icknologi tepat-guna.

Usaha-usaha peningkatan kemampuan tersebut dilakukan de-
ngan penycmpurnaat sistim pengadaan senta distribusi sarana pro-
duksi (benih unggul, pupuk, pestisida, insektisida dan lain-lainnya)
dan peningkatan pendaya gunaan jaringan pengdiran yang tersedia,
disaming peningkatan usaha-usaha pembangunan, rchabilitasi dan
pemeliharannya, schingga memperleas areal pengairan.

Untk meningkatkan kemampuan berproduksi pada petani di-
tingkalkan kegialan- dalam bidang penyuluhan, baik dalam usaha
inensifikasi pengusahaan tanaman, maupun dalam gsaha inten-
sifikasi penggunaan tanah scria pemanfaatan pengairan.

Guna dapat merangsang peningkatan produksi perlo di-
lingkatkan prasarana, sarana serta organisasi pemasaran hasil-hasil
pertanian dan penctapan kebijaksanaan harga yang dapat melin-
dungi baik produsen maupun konsumen.

2). Pada Perkebunan Rakyat usaha peningkatan produksi dilaksanakan
melalui iniensifikasi pembinaan penyuluhan untuk merubah cara-
cara pengusahaan dan pola pertanaman Perkebunan yang masih
tradisior]! kepada cara-cara usaha tani perkebunan dengan mem-
perhatikan faktor-faktor teknis yang lebth baik, teratama yang
mengarah kepada peningkatan kesadaran petani akan pemberan-
tasan hama/penyakit dan penggunaan benih-benih unggul serta pe-
ningkatan diversilikasi tanaman, '

Untuk lebih menggairahkan usaha peningkatan produksi,
perle diusahakan prasarana dan sarana pengolahan dan pemasaran
yang lebih menguntungkan bagi para petani perkcbunan, di-
samping penycdiaan kredit investasi dengan syaral yang lidak
memberatkan,
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Pada Perkcbunan Besar peningkatan produksi diarahkan kepa-
da peningkatan devisa dan pendapatan rupiah serta pemenuhan ke-
bumhan dalam negeri akan bahan-bahan baku hesil perkebunan.

Usaha tersebut dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi
usaha Perkebunan Besar, baik yang termasuk maupun yang tidak
termasuk dalam PNP/PTP, dengan jalan meningkatkan segi-segi
teknis dan management usaha perkebunan, mengusahakan kesem-
patan memperkuat permodalan serta meningkatkan pemasarannya.
Kebijaksanaan pada Petermakan diarahkan untuk meningkatkar
populasi dan produksi temak dalam usaha memperbaiki gizi ma-
syarakat, meningkalkan pendapatan dan menciptakan kondisi yang
baik bagi perkembangan industri termnak.

Usaha iersebut dilaksanakan dengan Panca Usaha Ternak di-
sertai dengan inensifikasi penyuluhan dan peningkalan kewram-
pilan, baik untuk pemeliharaan temak maupun unwk peagolahian
hasilnya serta peningkatan pencegahan penyakit menular.

Untuk meningkatkan usaha peternakan perlu adanya
penyediaan kredit investasi dengan syarat yang {idak memberat-
kan, pengembangan koperasi peternakan, perbaikan sistim -
pemasaran , penetapan kebijaksanaan harga serta pengembangan
industri-industri yang menunjang perkembangan usaha peternakan.
Pada Perikanan kebijaksanaan peningkatan produksi diarahkan ter-
utama kepada pembinaan perikanan rakyat sebagai unsur yang
lemah, baik dalam kemampuan icknik maupun ¢konominya.

Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan melalei peningkatan ke-
giatan pendidikan, penyuluhan dan penelitian regional perikanan,
modemisasi dalam cara-cara penangkapan dan budidaya ikan, pe-
ningkalan prasarana dan sarana perikanan, termasuk pelabuhan
nelayan/perikanan, penyediaan kredit investasi dengan syarat yang
tidak memberatkan, peningkatan pengembangan koperasi-koperasi
perikanan, penetapan kebijaksanaan harga, perbaikan sistim
pemasaran dan perlindungan nclayan terhadap pcrsamgan yang
tidak sehal.

Pada Kehutanan yang mempunyai fungsi ekonomis, hydmlogis.
orologis dan estetis, sebagai sumber bahan baku kayu, sumber
humaus alami dan pengendalian erosi, maka kebijaksanaan pemba-
ngunan kchutanan diarahkan pada peningkatan: reboisasi,
rehabilitasi dan penghijeuan, scsuai dengan tata guna tanah yang
1epat. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan leshadap pengusa-
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haan hutan, Khusus terhadap pengusahaan hutan jati perln diada-

.kan langkah-langkah untuk meningkatkan fongsi ekonominya scba-

gai sumber devisa dan bahan baku industri kayu serta
untuk aktif turut serta dalam segi pengamanannya dengan jalan
memberikan bantuan peningkatan kehidupan sosial ekonominya.
Perindustrian,

Kebijaksanaan pembangunan perindustrian diarahkan kepada ter-
ciptanya iklim yang mendorong penanaman modal dalam jenis-
jenis industri yang sesuai dengan pengembangan wilayah industri
yang bersangkutan.

Jenis-jenis industri yang diprioritaskan pengembangannya adalah
industri-industri yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, baik untuk kon-
sumsi dalam negeri mawpun untuk ekspor serta jenis-jenis imdustri
yang mengolah bahan baku yang berasal dari pertambangan, se-
perti pasir besi, bahan semen, marmer dan sebagainya.
Diusahakan pula pengembangan industri-industri yang meng- -
hasilkan barang-barang keperluan konsumen, karena mempunyai
manfaat yang sangat loas dan berfungsi selain mendekatkan
produsen dengan konsumen, juga memperiuas lapangan kerja.
Disamping itu dikembangkan pula jenis-jenis industri yang dapat
memanfaatkan pelabuhan, khususnya pelabuhan alam yang baik di
Cilacap, yang akan mendorong masuknya jenis-jenis induswri lain
di wilayah tersebut, yang sebaliknya juga akan mempercepat
pengembangan pelabuhan im sendiri.

Industri-industri rakyat yang masih mempergunakan bahan bakar
kayu dipersiapkan dalam wakiu yang tidak terlalu lama untuk
dapat mengalihkan care pengolahannya déengan mempergunakan
bahan bakar bukan kayu, terutama dengan akan adanya pabrik
pengolahan minyak meatah di Cilacap, untuk menjaga kelestarian
hutan dan pepohonan di Jawa Tengah, _

Dengan tidak menolak pembangunan industri bary yang meng-
gunakan padat modal dengan teknologi modern, maka .prioritas
masih diberikan kepada industri-industri yang lebih banyak me-
nyerap tenaga keria. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam pemba-
ngwman industri baru harus dinsahakan agar saling melengkapi dan
menghidupi industri-industri lain yang telah ada yang terbukti
telah memberikan lapangan penghidupan Ipas kepada masyarakat.
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Kepada indostri kerajinan rakyat yang menyerap banyak tenaga
kerja diberikan prioritas dalam hal bantuan dan fasilitas
penyuluhan, peningkatan cara kerja dan mutu hasil kerajinan,
kelembagaan, management, pemasaran serta penoodalan,
Peningkatan prasarana-prasarana fisik, seperti adanya pelabuhan
yang baik, terutama pelabubhan Semarang, tenaga listrik dan
penyediaan air minum yang cukup, pereacanasn wilayah-wilayah
industri yang tepat dan peningkatan kedayagunaan dan kehasil-
gunaan lembaga yang terlibat merupakan persyaratan yang mutlak
guna pengembangan industri, disamping faktor keseimbangan ling-
kungan dan kelestarian alam.

Pertambangan.

Dengan mengingat peraturan per-undang-undangan yang berlaku,
kebijaksanaan pertambangan diarshkan kepada peningkatan usaha
penelitian, pencaharian dan inventarisasi potensi bahan tambang
yang terdapat di Jawa Tengah, baik yang didukung oleh dana Pe-
mezintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasia dengan tujuan
untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan di Jawa Te-
ngah,

Khusus bagi bahan-bahan galian golongan C (yaite yang menjad
wewenang Pemerintah Daerah) perin diadakan pencelitian, peren-
canaan, pengaturan dan peningkatan/periaasan pengusahaannya,
untuk mendapatkan manfsat yang sebesar-besamya bagi Pemba-
ngunan Daerah dan perluasan kesempatan kesja, dengan tetap
memperhatikan faktor keselamatan kerja, keseimbangan ling-
kungan dan kelestarian alam.

Perbhubungan dan Telekomonikasi.
Kebijaksanaan pembangunan Perhubungan diaralikan untuk meng-

usahakan adanya pola transportaci yang tespadu dalam wilayah Jawa
Tengah sebagai bagian dari pada pola transpoctasi Nasional yang ter-
padn dengan memperhatikan faktor-faktor koordinasi, effisiensi, kea-
manan serta kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa serta
pengamanan dan pemeliharaan bangunan-bangunan perhubungan yang

ada.

Mengingat peningkatan kebutuhan perhubungan dan

telekomunikasi, maka peningkatan prasarana dan sarana pe:hnhungnn_
merupakan persyaratan yang mutlak.
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1). Pada Perhubungan Darat diusahakan peningkatan, pembinaan,
pengarahan, pengawasan dan koordinasi potensi lalu lintas angkut-
an jalan raya dan kereta api untuk mencapai keserasian antara
fungsi -angkutan jalan raya dan kereta -api. Khusus pengamanan
jalan raya dan jembatan perlu mendapat perhatian yang utama.

2). Pads Perhubungan Laut diusahakan penmingkatan prasarana dan
sarana pelabuhan laut, uniuk memperlancar perhubungan antar
pulan dan Intemmasional, terutama agar pelabuhan Semarang men-
jadi pelabuhan samodera sebagai pinwe gerbang Jawa Tengah,

3). Pada Perhubungan Udara diusahakan peningkatan fasilitas darat
yang menunjang perhubungan udara, sehingga mampu ménampung
peningkatan fungsi pelabuhan udara scbagai pintu gerbang pereko-
nomian dan pariwisata.

4). Pada Pos, Giro dan Tclckomunikasi diusahakan peningkatan
prasarana dan sarana, perfuasan jaringan dan peningkatan pelayan-
an sery kelembagaan, agar dapal menunjang usaha-usaha pcmba-
ngunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

{. Prasarana.

1). [rigasi. .

Schubungan dengun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang
yang sampai dengan REPELITA ke IV masih menitik beratkan pada
pcmbangunan pertanian, maka uniuk Daerah Jawa Tengah faktor ba-
ngunan dam jaringan pengairan (irigasi) merupakan prasarana yang
pokok. ) .
Clch karcna i, kebijuksanazan mengenai bangunan dan jaringan
pengairan diarahkan wntuk menemukan sistim pengembangan dan pe-
ngusahuan secara menycluruh dalam ani jelas kaitan ugas, wewenang
dan-nggung jawabnya, baik amar instansi pemerintah (sekitoral,
regional don pedesasn) maupun antara pemerintah dan masyarakat.,

Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan dengan dilanjutkannya usaha-
usaha penclitian yang berhubungan dengan teknik pengaturan serta
management ¢ksploilasi dan pemeliharaan, disamping diada-
kannya/diteruskannya studi Pola Induk Pengembangan Irigasi di Jawa
Tengah terhadap kemungkinan-kemungkinan pengembangan pada dae-
“sah-ducrah aliran sungai disertai pemeliharaan kelestarian lingkungan
yang didukung dana dari Pemerintah Daerah, Disamping itu periu
usaha-ussha peryelesaian, rehabilitasi dan peayempurnaan inventarisasi
bangunan dan jaringan pengairan yang ada.
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Sclanjutnya, perlu ditentukan suatu pola eksploitasi dan
pemcliharsan serta pembiaysan bangunan dan jaringan pengairan yang
menuju kepada peningkatan fungsi dap manfas bangunan dan jaringan
tersebut secara optimal dengan menggariskan tugas, wewenang dan
tnggung jawab Pemerintah Daerah secara jelas dan sekaligus menim-
bulkan rasa/kesadaran pemilikan dan tanggung jawab pemcliharzan
bagi masyarakat, khususnya yang mendapat manfaat dari adanya ba-
ngunan-bangunan dan jaringan tersebut.

' 2). Jalan dan Jembatan.

Kcbijaksanaan pembangunan jalan dan jembatan diarahkan kepada
usaha untuk mengembangkan pusat-pusat pengembangan maupun dae-
rah pedalaman dengan-ietap mcmpcrhaukan pola transportasi yang ter-
padu!

Langkah-langkah yang perlu dmsahakan adalah memperluas
jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan datrah-dacrah yang
memproduksi bahan pangan, bahan ekspor dan lain-lain dengan dacrah
konsumen dan pelabuhan ; selanjutnya menambah jaringan jalan ke
daerah pedesaan dan dacrah-daerah yang lain yang masih terisofir.

Disamping itu usaha perbaikan serta pemeliharaan jaringan jaian
dan jembatan perlu mendapat - priorilas.

3). Perlistrikan.

Kebijaksanaan pembangunan perlistrikan di Jawa Tengah diarah-
kan untuk meningkatkan penyediaan lenaga listrik, yang sangat perlu
untuk menggairahkan investasi dalam sekior tndustn maupun untuk
memenuhi keperiuan konsumsi.

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama diusahakan ter-
capainya keseimbangan volume maupun kapasitas penyedigan tenaga
listrik antara Jawa Tengah dan daccah-daerah tetangga (Jawa Timur,
Jawa Bamat dan Daerah Khusus Tbukota Jakarta Raya). Langkah-lang-
kah yang perln divsahakan adalah pembangunan pembangkit-pem-
bangkit tenaga listrik baik yang berjenis tenaga air, tenaga uap, tensga
gas dan tenaga diesel maupun tenaga yang lain. Disamping iw perlu
diselesaikan jaringan transmisi, distribusi dan jaringan interkoneksi an-
tara perlistikan di Jawa Tengah dan perlistrikan dacrah tetangga.

Khusus dalam dacrah pedesaan yang berada diluar jangkauan Pex-
usahaan Listrik Negam diusahakan pembangunan perdistrikan pedesaan,
baik yang dlgemkkan melalui tenaga mikro hidro, maupun tenags di-
esel,
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_-Dalam hal pembangunan perdistrikan pedesasn periu disdakan pe-
nelitian-penelitian yang seksama yang ditujul_:an kepada jenis pem-
bangkit lenaga lisuik yang dapat dibangun ditempat yang bersangkutan
untuk kelangsungan pengelolaan unit perlistrikan yang baik yang
mengqrah kepada pengambilan manfaat yang scthesar-besarnya maupun
perluasan usaha diwaktu yang mendatang.

g Pembanguman Daerah Perkotaan dan Pedesaan

1). Pembangunan Daerah Perkotaan.
Kebijaksanaan pembangunan dacrah Perkotaan di Jawa Tengah
. diarahkan kepada pertumbuhan kota sebagai pusat-pusat pengembangan
wilaysh yang disesuaikan dengan kebuluhan masyarakat dan potensi
sosial ekonomi diwilayah yang bersangkutan, dengan mengingat kese-
imbangan linghkungan dan kelestarian alam. Langkah-langkeh yang di-
usahakan ialah kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengarah kepada
pemcrataan manfzat bagi masyarakat Juas.

Dalam perencanaan pembangunan peskotaan diviamakan fungsi in-
tern, yaitu penyediaan kebutuhan-kebuluhan permukiman dalam kota,
penentuan lokasi-lokasi untuk kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi
dan kebudayaan serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang berhubungan
dengan itu. '

Disamping fungsi intern, maka fungsi ekstern perlu dipertim-
bangkan pula. Dalam memenuhi fungsi ekstern tessebut digariskan ke-
gialan-kegiatan antara kota dan wilayah sckitarnya secara timbal balik,
juga hubungannya dengan wilayah yang lebih atas dengan menem-
patkan masing-masing s¢bagai unsur yang saling melengkapi. Untuk
terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diusshakan peningkatan
prasarana dan sarana, baik fisik maupun instruksionil yang diperlukan,

Langkah-larigkah kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu
dirumuskan secara jelas dalam Rencana Induk Pembengunan Kota.

2). Pembangunam Daerah Pedesann,
Kebijaksanaan Pembangunan Dasrah Pedesaan diarahkan pada me-
numbuhkan pembangunan pedesaan didalam jaringan wilayah yang

lebilv [uas, sehingga merupakan kesatuan pengembangan dengan pem-
bangunan daerah perkotaan. Langkah-langkah yang perle diusahakan
ialah menambah dan memperlancar hubungan antar desa serta antara
desa dan kota, baik dalam segi fisik maupun institusionil. Perhatian
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khusus diberikan kepada daersh-dacrah pedesaan yang nisbi kurang

berkembang. '

Disamping itu divsahakan pendaya gunaan potensi wilayah serta

peningkatan pengetahnan, ketrampilan dan kesadaran membangun pada

masyarakat pedesaan unwk lebih meningkatkan peranarmya dalam ke.
gialan-kegiatan pembengunan,

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan ialah pengembangan

~ kelembagaan di dacrah pedesaan dibidang pemerintahan, ekonomi, so-

sial dan kebudayaan untuk menuju kepada masyarakat desa swasem-

bada.

IL_ Pariwisata.

‘ Kebijaksanaan pembangunan Pariwisata diarahkan kepada usaha

menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan dan memajukan in-
dustri kepariwisataan di Jawa Tengzh dengan mendorong usaha-usaha
swasta untuk lebih mampo berperanan dalam pengembangan sektor ter-
sebut,

Langkah-langkah yang perlu diusahakan ialah meningkatkan pene-
litian, inventarisasi, pembinaan dan pengembangan obyek-obyek
pariwisata, penyempumaan prasarana dan sarana kepariwisataan sena
meningkatkan usaha-usaha promosi dan penerangan untuk memperivas
pemasaran kepariwisataan, baik didalam maupun diluar negeri.

i, Transmigrasi.

Kebijaksanaan pembangunan Transmigrasi diarahkan kepada pe-
ningkatan jumlah maupun motu transmigran yang perly diberangkatkan
ke daerah-daersh transmigrasi, tequtama diluar pulau Jawa.

Langkah-langkah yang perlu diusahakan adalah penelitian-peneli-
(ian yang seksama lentang daerah yang akan dijadikan daerah trans-
migrasi, terutama dilihat dari segi daya tampung daerah, dengan
memperhitungkan faktor-faktor kemungkinan pengembangan wilayah
yang bersangkutan, khususnya dar segi tata guna tanah yang dihu-
bungkan dengan potensi sember alam daerah tersebut.

Usaha selanjutnya dimjukan untuk menumbuhkan kerja sama antar
dacrah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam meromuskan
pelaksanaan transmigrasi tersebut secara seksama, agar para trans-
migran benar-benar berperanan didalem usaha pengembangan daerah
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yang bersangkutan dan sckaligus membuka lapangan kefiidupan yang
baik bagi mereka.

Bagi keperluan para transmigran perlu diberikan penerangan dan
penyuivhan uawk menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat
mengenai manfaat bertransmigrasi, terutama bagi daerah-daerah yang
padat penduduknya, daerah minus dan dacrah-daerah yang sering dilan-
da bencana alam.

Jj»  Koperast

Kebijaksanaan pembangunan Koperasi diarahkan scbagai suatu ge-
rakan untuk meningkatkan \arap hidup golongan masyarakat yang luas,
terutama golongan ckonomi lemah, dan sebagai suatu sistim usaha
dalam bidang ekonomi yang memungkinkan ke-ikut sertaan masyarakat
schanyak-banyaknya.

Pada tahap-tahap pertama langkah-langkah yang diusahakan adalah
memberikan pendidikan dasar, prakiek atau usaha ekonomi yang ber-
hubungan dengan fakior-fakior management, ketrampilan/pengalaman,
pcrmodalan, pengenalan barang, 1ermasuk segi-segi péngolahan dan
pemasarannya, dengan tujuan untuk menumbuhkan anggowa koperasi
yang cakap, bertanggung jawah dan memitiki kesadaran berkoperasi
yang tnggi.

Pada tahap selanjutnya langkah-langkah perlu diusahakan untuk
dapat memberikan peranan kepada lembaga-lembaga koperasi dalam
pelbagai bidang untuek turyt serta dalam pengembangan ekonomi daerah
maupun Nasional melalui nsaha pembinaan secara terus-menerus dan
pemberian prioritas maupun fasilitas yang wajar, sehingga dapat tum-
buh sebagai kekuaan ekonomi masyarakat yang sehat.

k. Perdagangan.

Kebijaksanaan pembangunan Perdagangan diarahkan untuk me-
ningkatkan fungsinya yang pokok sebagai penunjang kegiatan-kegiatan
yang lain, terulama dalam memperlancar dan meéningkatkan arus barang
dan jasa antara produsen dan konsumen dalam ruang lingkup lokal,
regional, Nasional maupun Internasional dan sebagai salah satu sumber
unfuk meningkalkan pendapatan.

Langkah-langkah ditwjukan untuk meningkatkan dan memper-
tahankan muto sena memelihara stabililas harga barang sebagai fakior
penunjang perkembangan kegiatan produksi barang dan jasa. Disam-
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ping itu diusshakan peningkatan tertib niaga umuvk lebih menjamin
kemantapan kegiatan usaha pada umumnya.

Untuk keperluan pembangunan Perdagangan sendiri diusahakan
peninglatan prasarana dan sarana perhubungan, baik fisik maupun in-
stitusionil, terutama prasarana pelabuban yang baik sebagai pinie ger-
bang arus keluar masuknya barang dan jasa.

Guna menunjang kegiatan-kegiatan industri dan pertanian dipikir-
kan kebijaksanaan-kebijaksanasn yang mendukung perkembangan jenis
industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan bahan
baku menjadi bahan jadi, dengan jalan memperiuas pemasarannya, de-
mikian pula untuk kegiatan kergjinan rakyat yang menyerap banyak te-
naga kena,

Uniuk menunjang perkembangan usaha jenis-jenis industri yang
baru terhadap saingan dari luar megen, kebijaksanaan perpajakan yang
dikaitkan dengan kebijaksanaan perdagangan yang memberikan perfin-
dungan yang wajar terhadap hasil-hasil industri dalem negeri yang ber-
sangkutan masih perlu dilanjutkan secara selektip.

Bagi kelangsungan penyediaan bahan-bahan pokok kebutuhan
hidup rakyat banyak sistim pengadaan yang baik disertai dengan kebi-
jaksanaan penentuan harga terendah maupun tertinggi perdu diteruskan,
yang sekaligus ditvjukan tidak hanya untuk” melindungi konsumen, le-
tapi juga untuk menggairahkan produsen,

I.  Pembinaan Dunia Usaha

Kebijaksanaan dalam Pembinaan Dunia Usaha diarahkan kepada
usaha untuk mendorong prakarsa dan mutu, dengan memberikan peran-
an yang lebih luas dalam pembangunan Daerah. Langkah-fangkah yang
pertu diusahakan adalah meningkatkan keikut sertaan Dunia Usaha
dalam kcgiawan-kegiatan pembangunan dan menumbuhkan lembaga-
.lembaga pasar modal serta pusat-pusat imformasi dunia usaha.

Disamping i hasil produksi Nasional didacrah masih perlu diberi
perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat, baik yang berasal
dari dalam maunpun luar negeri.

Khusus bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dan menengah
diusabakan peningkatan kecakapan teknis serta ketrampilan manage-
ment, dorongan untuk berorganisasi dalam bentuk badan hukum, pem-
berian fasilitas dan peningkatan permodalannya, dengan pemberian
kredit investasi serta modal kerja permanen dengan syarat yang tidak
memberatkan. 155
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Kebijaksanaan pembinaan Pesusahaan Daerah diarahkan kcpada

ngkatan peranan serta ke-ikutsertaannya dalam dunia useha, per-

 saingan sehat antsr ussha dan sekaligus pemeliharaan fungsinya scba-
gai sumber pendapstan daerah.

Fungsi Perusahaan Negara yang ada di Jawa Tengah diarahkan

kepada peningkatan sumbangacnya kepada Pembangunan Dacrah, teru-
1ame ditinjau dan segi pelayanan terhadap masyarakat, pengolahan
sumber-sumber potensi secara tepat dan kescrasian usahanya dengan
sasaran serta prioritas pembangunan Dacrah dan kesempatan unuwk sc-
banyak mungkin menampung tenaga kerja.

1

1).

2).

3).

4).

Bidang Agama dan Kepercayaan terbhadap Tuhan Yang Maha
Esa, Sosial Budaya.

Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Sesuai dengan azas pemikiran dalam kescimbangan, maka pemba-
ngunan perikehidupan beragama dan berkepercayaan techadap
Tuhan Yang Maha Esa harus diarabkan kepada lerwijudnya ma-
nusia-manusia pembangunan yang takwa kepada Tohan Yang
Maha Esa, cinta lerhadap Negara, Bangsa dan Tanah Air Indone-
sia serta makin meningkatnya keserasian antara pembangunan fisik
materii] dan memtal spirituil.

Pembangunan perike¢hidupan beragama dan berkepercayaan terha-
dap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan agar segenap warga masya-
rakat makin mempertebal keimanannya terhadap Tuban Yang
Maha Esa, lebth menghargai milai-nilai spirituil, moral dan akhlak
yang lubur, serta makin besar keikut-sertaan dan amalnya dalam
pelaksanaan Pembangunan Daerah, dalam suasana hidup rukun
antar sesama wmat beragama dan sesama penganut Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini perlu diusahakan bertambahnya sarana-sarana yang
diperfukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan keper-
cayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menuju ketata
hidup yang sesuai dengan Pancasila.

Disamping itu perlu diusahakan pula pengembangan pendidikan
ketrampilan dan pengembangan seni budaya yang bermafaskan
keagamaawkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pads per-
guruan-pergaruan keagamaan dan kepercayaan lerhadap Tuhan
Yang Maha Esa serta penyediaan prasarana pene-
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rangan/penyulehan Agama/Kepercayaan lerhadap Tuhan Yang
Maha Esa. '

Keschatan, Sosial dan Keluarga Berencana.

Pembangunan Keschatan diarahkan untek memperbaiki dan me-
ningkatkan keschaan masyarakal, (erutama didserah pedesaan, se-
hingga dapat membantu laju Pembangunan Dacrah dengan
tersedianya tenaga kerja yang sehat.

Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial diarshkan kepada ter-
wnjodnya ketahanan sosia) bagi seluruh masyarakat, schingga
tidak ada Jagi golongan masyarakatl yang terhambat perkem-
bangannya, baik dalam segi moral, mental, jasmaniah, sosial dan
budaya, maupun ckonomi.

Kegiatan Keluarga Berencana diarahkan untuk mengurangi laju
pertembuhan pcaduduk dan memperbaiki strukir umur penduduk,
menuju tercapainya keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk itu
perlu ditingkatkan prasarana dan sarananya, ager pelaksanaan Ke-
luarga Berencana dapat meyupakan bagian dari sikap bidup masya-
rakat,

Pendidikan, Penelitian, Ilmu Pengetshuan, Teknologi das Pem-
binasn Generasi Muda.

Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha umtuk mengembangkan
kepribadian dan kemampeannya yang dilaksanakan baik dalam
maupun diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup, Oleh kare-
na ito, pembinaan dan pelsksanaannya merupakan tanggung .jawab
bersama dari keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Usaha tersebut
harus diarahkan untok membentuk manusia pembanguuan yang
ber-Pancasila, schat jasmani dan rokhaninya, memiliki penge-
tahuan dan ketrampilan, serta dapat mengembangkan kreativitas
kesadaran keluarga dan masyarskat akan peatinguya pendidikan
keluarga melalui penerangan dan penyuluhan.

dan sarana pendidikan formil, baik mutu maupun jumlahnya,
divtamakan pada Sekolah-sekolah Dasar didaersh pedesaan untuk
menghasilkan tamatan-tamatan  Sekolah Dasw  yang memiliki
pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang berguna bagi dirinya
maupun pembangunan. Adapun kepada anak-anak putus sekolah
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(drop-outs) diberikan pendidikan non-formil, agar mampu me-
nolong dirinya dan berfungsi dalam pembengunan.

Kebijaksanaan pendidikan non-formil disrahkan kepada pening-
katan prasarana dan sarana pendidikan non-formil schingga terda-
pat keserasian antara pembinaan serta pengembangan pendidikan
formil dan pendidikan nom-formil, yang dibarengi dengan usaha
pembinaan kesadaran masyarakat untok aktif menunjang uszha
pendidikan, baik dalam segi pelaksanaan maupun pembiayaannya,
Dalam paéla ilu guna mengisi kekurangan tenaga ahli tingkat
menengah diusahakan bertambahnya lembaga pendidikan kejuruan
yang menghasilkan (enaga tersebut.

Kebijaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
harus berorientasi kepada pembangunan, baik dalam perencanaan
dan pelaksanaan, maupun dalam penilaian hasil-hasit pemba-
ngunan, dengan mengingat potensi dacrah yang segera dapat
dikembangkan. Dalam hal ini prioritas pengembangan keahlian
dan priorilas penelitian harus disesuaikan dengan prioritas pemba-
ngonan, sedang hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan
harus’ dimanfaatkan unk kepentingan pembangunan dan perkem-
bangan ilmy pengetabuan.
Umukmencapmhalmperhdmhnl:omﬂnassmbalkdﬂm
pengembangan ilmu peagetahuan, kegiatan penelitian dan teknolo-
gi agar lebih mendekadan pengertian dan kesadaran aksn penting-
nya peranan ilmu pengetabuan dan teknologi dalam pembangunan.
Pembinaan Generasi Muda scbagai tunas Bangsa yang ber-Panca-
sila dan sebagai penerus nilai-nilai 1945 berujuan membeniuk ge-
nerasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih
mampu mengisi dan membina kemantapan Bangsa. Oleh karena
itu, kcbijaksanaan pembangunan dibidang ini diarahkan kepada pe-
ningkatan pdtensi serta peranan pemuda untuk meningkatkan Pem-
bangunan Daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan pembinaan pemuda, baik yang melalui lingkungan ke-
luarga dan sekolah, maupun yang melalui organisasi kepemudaan,
antara lain Pramuka, dan yang melalui PKK pedu dibarengi de-
ngan; peningkatan prasarana dan sarana-serta peningkatan usaha-
usaha preventif dan represif terhadap pengaruh kenakalan remaja,
narkotika dan kcbudayaan asing yang merusak kepnbadlan
Bangsa.
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10). Peningkatan pembinaan keolahragaan, baik melalui pendidikan

1).

2).

1).

2).

maupun organisasi keolahragaan, dimjukary untuk membentuk ma-
nusia pembangunan yang schat, jasmanish maupun rokhaniah, dan

‘merupakan sumbangan serta keikotsertaan dserah dalam pening-

katan mutu keolahragaan ditingkat Nasional dan Interasional.

Kebudayaan.

Pembinaan kebudayaan diarshkan kcpada penggalian,
pemeliharaan, pemupukan dan peagembangan Kebudayaan Daerah
scbagai unsur penting yang memperkaya dan memberi corak
Kebudayaan Nasional dalam rangka memperkuat kepribadian
Bangsa, kebanggaan Nasional dan Kesatyan Nasional,

Usaha peningkatan pembinaan Kebudayean tersebut meliputi in-
ventarisasi, pemeliharaan, pcnehuan dan peny¢lamatan warisan se-
jarah Kebudayaan Dacralj, pembinaan, peningkatar dan
pengembangan kesenian/kebudayaan Dacrah, dengan meagem-
bangkan Pusat-pusat kebudayaankesenian Daerah, pembingan ba-
hasa dan kesusastraan Dacrah serta peningkatan fasilitas
kepusiakaan kebudayaan Daerah. .

Tenaga Kerja'dan Kesempatan Kerja,

Kebijaksanaan mengenai tenaga kerja dan kesempatan kerja
ditujukan yntuk mengatasi masalah pengangguran, terutama di pe-
desaan, dengan membuka lapangan kerja bam dan meagarahkan
proyek-proyek pembangunan yang sebmyak lmmgl:m menyerap
tenaga kerja.

Dengan demikian pola pembangunan mdustn di daerah-daerah
periu dikaitkan dengan usiha penambahan lapangan kerja baru,
Bagi mereka yang. sudah mendapai lapangan kerja peclu dilaksa-
nakan usaha-usaha perfindungan dan perawaian kerja/buruh, terma-
suk didalamnya peningkatsh jaminan sosial dan kesejghteraan
buruh, dengan mcmpcrhauimn masalah penggunazn tenaga wamta,
anak-anak dan ienaga asing. =

Dalam hubungannys dengan pembinaan penggnmaan lenaga kerja,

perlu pula diosahakan peningkatan mutu tenaga kerja melalui ber-
bagai latihan kerja, agar tendga kerja yaug ada memiliki

kecakapan dan ketrampilan yang cukup dan bahkan marpy men-
ciptakan lapangan kerja baru.
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Perumahan.

Kebijaksanagn perumahan disrahkan kepada usaha perjuasan
penyuluhan untuk meningkatkan ketrampilan rakyat dalam teknik
pembangunan perumahan serta kegiatan penyuluhan dalam rangka
pemugaran perumahan dan fingkungan desa, agar makin banyak
rakyat yang mendiami rumah yang schat dalam lingkungan yang
sehat, tanpa meninggatkan nilai teknis dan estetika Jawa Tengah,
Didaersh perkotaan usaha ini dilaksanakan dalam bentuk perbaik-
an kampung, khususnya didaerah yang berpenghasilan rendah
yang sangal mcmbutuhkan peningkatan f{asilicas sosial dan

Usaha pemenchan perumahan rakyat yang layak dikaitkan dengan

usaha penyebaran yang lebih merala kegiatan pembangunan,
didaerah,

Dalam hal ini hasii-hasil penelitian mengenai bahan bangunan

yang memenuhi syarat dan murah perlu dimanfaakan sebaik-baik-

nya sena diarahkan kepada pengembangan indusiri bahan bangun-

an dan industri konstruksi. -

Selanjutnya perlu pn}a duhanbangkan lembaga-lembaga Pemenin-

lah dan Swaswa yang menangani perumahan, baik peayuluhan

maupun pengadaannya.

Bidang Umum.

Politik, Keamanan dan Ketertiban,

Kebijaksanaan pembinaan politik, keamanan dan ketertiban umum
didserah, diarahkan terutama kepada terciptanya stabilitas politik,
keamanan dan ketertiban, schingga secara keseluruhan tidak akan
tecjadi gangguan terhadap stabilitas ideologi politik, perekonomian,
sosial dan budaya, perlahalm, keamanan dan ketentraman, untuk
dapat lerciptanya pémusastan perhatian serta keikut sertaan masys-
rakat dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Usaha pembinaan politik dilaksagakan dalam bentuk pémbinaan
ideologi pohukdanpembmnmasyuﬂmtmkehmmsoml
politik lainnya didaerah,

Usaha pembinaan keamanan dan ketertiban umum antara lain di-
* laksanakan dalam bentuk pembinaan tertib hukum dan perundang-

undangan, sehmgga mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan hukum, sesuai dengan tingkat kesadaran hukum yang
ada. Dalam pada i, senantiasa dilaksanakan pemnglmafl kewas-
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padaan terhadap bahaya lafent komunisme dan subversi sexta ben-
tuk kejahatan lainnya, sedang pembinasn dan peningkatan potensi

- dan fungsi pertahanan sipil dan perlawanan rakyat (Hansip/Wanra)

dilaksanakan sesuai dengan politik dan swrategi pertahanan dan ke-
amanan Nasional yang diterapkan didacrzh,
Aparatur Pemevintab Daerah.

Penertiban, peningkatan serta pemeliharaan flaya guna dan hasil
guna aparatur pemerintahan didacrah meliputi usaha-usaha yang
bersifat menyelurult yang mencakup segi-organisasi dan ketatalak-
sanaan, kepegawaian, sarana dan fasilitas kerja. Hal ini diperdukan
dalam rangka terwujudnya aparatur kerja. Hal ini diperlukan
dalam rangka icrwujudnya aparatur yang berwibawa, berhasil
guna, berdaya guna, bersih dan setia dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, baik tugas pemecrintahan umum maupun pembangunan
didaerah, baik sccara strukturif maupun fungsionil. Usaha
penyedcrhanaan serta pembaharuan tata-cara, ta urntan dan tata-
kerja dilakukan dengan senantiasa memperhatikan (ata pemakaian
rvangan, benda dan waktu yang scbaik-baiknya.

Dalam hubungannya dengan usaha ini dilaksanakan juga usaha
pembaharuan adminisirasi, terutama adminisurasi pembangunan,
khususnya yang bertalian dengan segi kestatistikan yang diarahkan
pada adanya suatu jaringan data dan informasi yang terpadu dan .
benar.

Dalam segi kepegawaian diusahakan pembinaan dalam hal data,
pengadaan, komposisi, formasi, pendidikan strta latihan, sistim
karier, pensiun, kescjahteraan dan ketatausahaan kepegawaian
didaegah, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam segi sarana dan fasilitas kerja, baik administrasi dan
mobilitas, maupun ruangan/gedung, diusahakan pencntiban, pening-
katan serta pemeliharaan, sesuai dengan norma-norma tata
pemakaian ruangan dan benda, kebutuhan akan peningkatan muw,
pembinaan karier dan kesejahteraan pegawat, kebutuhan pening--
katan pelayanan kepada umymllm dan pengendalian opuamml
pembangunan,

Penerangan. .

Kebijaksanaan dalam kegiatan penerangan diarahkan untuk

menimbulkan ‘serta menggairahkan keikut-sertasn segenap potensi
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masyarakat dalam pelaksansan usaha-usaha pembangunan dengan
pengarahan yang bersifat mendidik dan mendorong melalui berba-
gai macam sarana dan kegiatan psnerangan.

Dalam hubungan dengan kebijeksanaan ini, dilakukan usaha-usaha
peaingkatan dan pengarshan media penerangan yang ada dalam
masyarakat, baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta,
terulama bagi masyarakat di daerah pedesaan.

Perlu diusahakan pula adanya perpaduan yang saling mengisi an-
lara berbagai usaha penerangan yang dilaksanakan ofeh unsur-
unsur penerangan dalam masyarakat, misalnya melalui Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS),

Diusahakan peningkatan dan pembinaan petugas penerangan, baik
kwantitatif maupun kwalitatif, dengan disertai penyediaan sarana
yang cukup.

Agraria.

Pengaturan penggunaan tanah, air dan segala sesualu yang ber-
hubungan dengan pengelolaan tata-ruang, harus memperhatikan
hakekat kebutuhan hidup manusia akan pangan, sandang, tempat
permukiman dan segala prasarananya, sehingga tercipta suatu @i
kehidupan dalam masyarakat, dimana penguasaan dan penggunaan
tanah, air sena segala sesuatu yang lerkandung didalamnya dapat
diusahakan dan dimanfaatkan secara tepat bagi kemakmuran dan
kesejahteraan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kese-
imbangan lingkungan dan kelestarian alam.

Diusahakan pengaturan dan penyusunan kembali penggunaan
tanah dan air dalam rangka pengelolaan lata-ruang untuk kebutuh-
an pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perin-
dustrian, perumahan dan sebagainya, yang mengarah kepada
pemeraiaan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial eko-
nomi antara wilayah yang satu dengan -wilayah yang lain, dengan
memperhatikan sumber potensi yang dimiliki masing-masing
wilayah yang bersangketan. Untuk itu diperlukan penelitian dan
pengembangan hukum pertanahan,

Untuk dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan ling-
kungan dan kelestarian alam dari kerusakan dan kemusnahan yang
disebabkan oleh alam maupun manusia dilaksanakan usaha-ysaha
rehabilitasi, restorasi, reservasi dan usaha-usaha lain, terutama bagi
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4). Disamping ilu kesja sama antar instansi perlo ditingkatkan serta
pat kesclarasan ¢ langkah dan kebijaksanzannya,

5). Dalam pada itf untuk memberikan keamanaa dan jaminan bukum
kepada masyarakat perin dilanjotkan pelaksanasn landre form,
pendaitaran isnab dan pengurusan hak-hak tanah, yang disertai de-
ngan peningkatan dan peaycmpornasn administrasinya.

D. Pembiaysan Pembangunan Daerab.

1. Penganiar.

Garis-garis Besar Haluan Negara menyebutkan, bahwa dalam
rangka melancarkan pelaksanaan Pembangunan yang tersebar diseluruh
pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politk serta kesatuan
bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemexintah Pusat dan Dae-
sah atas dasar kemwwhan Negara Kesatuan diarabkan kepada pelaksa-
naan Otonomi Daerab yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat
menjamin peskembangan dan Pembangusan Daersh dan dilaksanakan
bersama-sama dengan dekonsenirasi. Schsbungan deagan itu maks
untuk pembiayaan pembangunan di Daerah hares disediakan dana
dalam jumlah yang memadai, yang penggunaanaya ditujukan untuk
mencapai sasaran pokok dan scseal dengan prioritas Pembangunan
-Dacrah, schingga dapat menghasiikan pengaruh kumalatip dan berdaya
guna serta berhasil guna secara maksimal.

2. Kebijazksanaam Pembiayasn Pembangwass Dacrah.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pewbiayaan yang
ada, baik secara kwalitatip maupun kwantitatip, dilaksanalan Langkah
a2 Sumber pembiayaan dari Pemeriiab Pusat, baik melalw program

dan proyek sckioral maapon melalus besbagai jesis program ban-

tuan pembangwnan {(Inpres) pada dasarnya merupakan sumber

da penyusunan usulan programyproyek yang lebih meyakinkas, di-

tinjau dasi bentk/isi program/proyek yang diusulkan dan yang

dikaikan demgan program Pembangunan Dacsah dan Nasional se-
cara keseluruhan. Disamping it scaantiasa dinsahakan pésiiig-
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katan peranan Daerah dalam pengendalian program/proyek sektoral

dengan scjsuh mungkin mengusahakan, agar makin banyak pro-

gram/proyek sektoral dimasukkan dalam program bantuan pemba-
ngunan daerah,

Sumber pembiayaan dani Daerah sendiri pada dasamya sepenuh-

nya dapat dikuasai okeb Daerah, sehingga kebijaksanaannya dalam

hal ini diarahkan pada peningkatan kemampuan masing-masing
sumber untuk menghasilkan dan scbaik-baiknya.

1). Kebijaksanaan perpajakan dan penggalian sumber-sumber
pendapatan di Daerah diarahkan kepada inensifikasé masing-
masing jenis pungutan dap perluasan jenis pungutan pajak
dan reiribusi Daerab bordasarkan azas pemerataan beban dan
progresivitas.

Hal ini digunakan unwk memperbesar Tabungan Pemerintah

Daersh.

2). Kebijaksanaan mengenai Pesusahaan Dacrah dan Bank Pem-
bangunan Dacrah diarahkan kepada pemantapan kedudukan
dan fungsinya dalam penyediaan dana uniwk pembangunan,

3). Kebijaksanaan mengenai tabungan, baik tabungan Pemerintah
Daerah maupun tabungan masyarakal, diarahkan kepada pe-
ningkatan tabungan tersebul melalui penyisihan sebagian dari
pendapatan untok investasi usaha-usaha yang produktip.
Diusahakan agar penerimaan anggaran yang berasal dari Dae-

rah sendiri guna pembiayaan pembangunan tersebut setahap demi

setahap dapat bertambah, sehingga ketergantungan pembiayaan
dari Pemerintah Pusat secara proporsionil semakin berkurang. De-
mikian pula diusahakan peningkatan pembiayaan Anggaran Pem-
bangunan, sehingga tercapal keseimbangan yang harmonis dengan

Anggaran Rutin.

Dalam hal ini mekanisme pengeluaran pembiayaan untuk pe-
laksanaan proyek-proyck Pembangunan Daerah perlu ditingkatkan
untnk memungkinkan pelaksanaan proyek terscbut tepat pada wak-
tunya,

Kebijaksanaan tentang Anggaran Dacrab, baik mengenai
Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan, yang pada
hakekatinya kescmuanya merupakan pembiayaan Pembangunan
Dacrah perlu dibarengi dengan suatu sistim pengawasan yang ber-
hasil guna terhadap keuangan maupun invenlarisasi serta peng-
gunasn benda-benda milik Pemerintah Daerah, yang sekaligus
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menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan ity sendiri mau-
pun memperlihatkan dengan jelas keserasian antasa ahap pelaksa-
naan program atau proyek dan tahap-tahap pengeluaran
pembiayaan yang dibuluhkan, '

Sumber pembiayaan sekior swasta yang berasal dari tabungan ma-
syarakat dan penyediaan kredit perbankan yang pada dasamya
tidak dikuasai oleh Daerah diarahkan umuk membiayai sckior-sek-
tor usaha yang mendapatkan prioritas, (erutama yang bersifal cepat
menghasilkan. Untuk i peranan swasta dalam bidang usaba yang
tidak/belum ditangani oleh pemenntah ditingkatkan, schingga
potensi permodalan yang ada dalam masyarakat dapat dimanfaat-
kan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kebijaksanaanaya diarahkan
melalsi pemantapan iklim usaha, schingga dapat menarik
penanaman modal yang sebanyak-banyaknya tanpa (asililas PMA
dan PMDN. -

Disamping itu kcbijaksanaan pemberian kredit unluk pengusa-
ha-peagusaha golongan ckonomi lemah, termasuk petani dan
nelayan, perdn diusahakan peningkatan volume dan kelembagaan-
nya.
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BAB'V

PENUTUP

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Propinsi Dacrah Tingkat
I Jawa Tengah pada akhimya akan tergantung pada pelaksana-pelaksa-
nanya, baik aparat Pemerintaht Pusat dan Pemerintah Dacrah maupun
nsahawan swasta serta partisipasi aktip dari segenap lapisan masyarakat
dalam menyambut tantangan pembangunan secara positif guna
meratakan jalan bagi generasi yang akan datamg untuk mencapai ma-
syarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.




